
 

 

 

BUPATI BLORA 

PROVINSI JAWA TENGAH 

PERATURAN BUPATI BLORA 

NOMOR  76   TAHUN 2018 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BLORA NOMOR 12 

TAHUN 2016 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI 

BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN 

RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI  BLORA, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektivitas dalam pelaksanaan 

perjalanan dinas di Kabupaten Blora, maka 

beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Blora 

Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perjalanan Dinas 

Dalam Negeri Bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan 

Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 

Pegawai Negeri Sipil Dan Pegawai Tidak Tetap 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati 

Blora Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan 

Atas  Peraturan Bupati Blora Nomor 12 Tahun 2016 

tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Bupati, 

Wakil Bupati, Pimpinan Dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil Dan 

Pegawai Tidak Tetap perlu diubah dan disesuaikan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan 

Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Bupati Blora Nomor 12 Tahun 2016 

Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Bupati, Wakil 

Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai 

Tidak Tetap; 
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara 

tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 

tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang 

dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 

1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah 

Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa 

Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 2757); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia   Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679); 
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8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 

tentang  Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Negara Republik  Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4578); 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 

2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 

2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Blora Nomor 2); 

10. Peraturan Bupati Blora Nomor 12 Tahun 2016 

tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Bupati, 

Wakil Bupati, Pimpinan Dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil Dan 

Pegawai Tidak Tetap (Berita Daerah Kabupaten Blora 

Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Bupati Blora Nomor 66 Tahun 

2017 tentang Perubahan Atas  Peraturan Bupati 

Blora Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perjalanan 

Dinas Dalam Negeri Bagi Bupati, Wakil Bupati, 

Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah, Pegawai Negeri Sipil Dan Pegawai Tidak 

Tetap (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017 

Nomor 66); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA 

ATAS PERATURAN BUPATI BLORA NOMOR 12 TAHUN 

2016 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI 

BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI 

NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 12 Tahun 2016 

tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan 

Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil Dan 

Pegawai Tidak Tetap (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2016 Nomor 12) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Blora Nomor 66 Tahun 

2017 tentang Perubahan Atas  Peraturan Bupati Blora Nomor 12 Tahun 

2016 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Bupati, Wakil Bupati, 

Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri 

Sipil Dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017 

Nomor 66) diubah sebagai berikut: 
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1. Ketentuan ayat (2) Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai 

berikut: 

 Pasal  2 

(1) Peraturan Bupati ini mengatur mengenai pelaksanaan dan 

pertanggungjawaban Perjalanan Dinas bagi:  

a. Bupati;  

b. Wakil Bupati;  

c. Pimpinan dan Anggota DPRD;  

d. PNS; dan  

e. PTT. 

(2) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 

Perjalanan Dinas yang dilaksanakan dengan ketentuan jarak 

antara Tempat Kedudukan  dan Tempat Tujuan sekurang-

kurangnya 5 (lima) kilometer, kecuali untuk perjalanan dinas yang 

dilaksanakan oleh: 

a. Aparat Pengawas Intern Pemerintah dalam rangka pelaksanaan 

kegiatan  pengawasan dan pemeriksaan; dan 

b. petugas pemadam kebakaran, penanggulangan bencana,  

distribusi air, petugas kesehatan dan petugas lainnya dalam 

rangka melaksanakan tugas yang bersifat darurat atau 

mendesak. 

(3) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d termasuk Calon 

PNS. 

(4) PTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari: 

a. tenaga honorer, terdiri dari:   

1. PTT yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati; dan  

2. PTT yang masuk database Kategori II sebagaimana 

dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 

2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon 

Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali 

diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 

Tahun 2012; 

b. tenaga harian lepas. 

 

2. Ketentuan ayat (3) huruf b angka 2 Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 

berbunyi sebagai berikut: 

 
 

Pasal 17 

(1)  Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c 

merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap:  

a.  di hotel; atau  

b.  di tempat menginap lainnya.  
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(2)  Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan 

sesuai dengan Biaya Riil dan berpedoman pada Standar Biaya.  

(3)  Dalam hal pelaksana SPD tidak menggunakan biaya penginapan 

untuk menginap di hotel atau tempat menginap lainnya 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan sebagai 

berikut:  

a. untuk Pelaksana SPD yang menginap di kota tujuan 

perjalanan dinas:  

1. diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh 

persen) dari biaya penginapan di kota tempat tujuan 

dengan besaran sebagaimana diatur dalam Standar Biaya; 

dan   

2. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada angka 1 

dibayarkan secara lumpsum; 

b. untuk Pelaksana SPD yang menginap di moda transportasi: 

1. diberikan pengganti uang penginapan sesuai tempat kota 

tujuan dengan besaran sebagaimana diatur dalam Standar 

Biaya; dan 

2. pengganti uang penginapan sebagaimana dimaksud pada 

angka 1 dibayarkan secara lumpsum. 
 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora. 

     Ditetapkan di Blora 

     pada tanggal  31 Desember 2018  

BUPATI BLORA, 

Cap Ttd. 

DJOKO NUGROHO 

Diundangkan di Blora 

pada tanggal  31 Desember 2018  

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA, 

Cap Ttd. 

KOMANG GEDE IRAWADI 

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2018 NOMOR 76 

Sesuai dengan aslinya 
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora 

 
 
 
 

A. KAIDAR ALI, SH. MH. 
NIP. 19610103 198608 1 001 


